BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dalam kasus 177 Jemaah Haji Indonesia yang tertangkap dan
ditahan oleh pihak keimigrasian Filipina mencerminkan kurangnya
pengetahuan para warga negara Indonesia tentang Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia tersebut menganut asas kewarganegaraan tunggal dan
ganda terbatas. Ganda terbatas disini hanya terbatas pada anak-anak hasil
perkawinan campuran. Dalam kasus Jemaah haji Indonesia yang memiliki
paspor ganda tidak termasuk dalam kewarganearaan ganda, sehingga

kepemilikan paspor ganda tidak diperbolehkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa kepemilikan
paspor dari negara akan menghilangkan kewarganegaraan Republik
Indonesia, namun tidak dijelaskan lebih lanjut tentang ketentuan ini.
Sehingga menimbulkan masalah seperti kasus Jemaah haji ini. Mereka
hanyalah korban dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan
hanya ingin mencari keuntungan tanpa melihat ada pihak-pihak yang
dirugikan dari kasus ini. Karena ada kesalahan dari pihak lain sehingga
negara akan melindungi warga negaranya, dan mendampingi pada proses

pemeriksaan oleh otoritas keimigrasian Filipina.

Perlindungan hukum tentu diberikan kepada Jemaah haji asal
Indonesia tersebut yang tertangkap dan ditahan oleh pihak keimigrasian
Filipina karena mempunyai paspor negara Filipina. Perlindungan hukum
merupakan tanggung jawab negara, karena adanya hubungan timbal-balik

dalam hubungan negara dan warga negaranya. Sehingga perlindungan
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hukum dengan bentuk dan proses yang diberikan negara kepada warga
negaranya dapat melindungi warga negara dan kepentingan-kepentinngan

yang melekat pada warga negara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia masih mencerminkan Ketidakadilan bagi para korban
kepemilikan paspor ganda bukan karena kesalahannya. Pasal-pasal dalam
Undang-Undang nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia tidak memberikan perlindungan bagi warga negara
yang memiliki paspor ganda bukan karena kesalahannya. Selain tidak
memberikan perlindungan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menegaskan siapa
yang harus bertanggung jawab atas kepemilikan paspor ganda bukan

karena kesalahan atau keinginan warga negara Indonesia itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur tentang hilangnya warga
negara Indonesia namun tidak memberikan penjelasan bagaimana proses
hilangnya kewarganegaraan Indonesia dan tidak menjelaskan bagaimana
jika warga negara Indonesia tersebut hanya menjadi korban, tidak
dijelaskan tentang itu dan tidak ada pasal yang mengatur tentang pihak-
pihak mana yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap warga
negara yang menjadi korban. Lemahnya Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini
menimbulkan mudahnya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam
melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Perlunya kerja sama antara negara dan warga negara dalam
menjalani kehidupan negara, agar kesadaran hukum warga negara tumbuh
dan perlindungan yang diberikan negara akan ditingkatkan. Kasus Jemaah

haji ini menjadi sangat tidak benar karena secara yuridis dalam Undang-
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Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia tidak ada pihak yang dapat dimintai tanggung jawab. Sehingga
menimbulkan kesempatan bagi pihak-pihak yang hanya iningin mencari
keuntungan untuk melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang akan

merugikan warga negara Indonesia yang lain.

5.2. Saran

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia harus dikritis dengan lebih cermat, baik dalam
rumusan ketentuan maupun dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
tersebut. Dalam rumusan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia harus lebih
melindungin warga negara yang menjadi korban dari lemahnya Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia ini. Pihak-pihak yang memanfaatkan lemahnya Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
dengan berfikir bahwa jika ketahuan pihak-pihak tersebut tidak akan
mendapatkan sanksi apapun dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia karena tidak mengatur

tentang pihak yang harus bertanggung jawab.

Dari segi pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak merata tersebar ke
seleuruh Indonesia masih banyak warga negara Indonesia yang tidak
mengetahui  tentang ada peraturan yang mengatur tantang
kewarganegaraan Republik Indonesia yang didalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
mengatur dari siapa saja yang menjadi warga negara Indonesia sampai
sanksi-sanksi yang dapat diberikan jika melanggar ketenuan-ketentuan

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan
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Republik Indonesia. Melihat dari kasus Jemaah Haji Indonesia ini penulis
memberi saran agar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia di revisi agar di tambahkan
peraturan mengenai pihak-pihak yang harus bertanggung jawab jika ada
pelanggaran oleh warga negara Indoensia namun bukan karena

kesalahannya.

Dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia harus tersebar sampai seluruh
Indonesia agar warag negara mengetahui adanya peraturan yang mengatur
tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Caranya dapat dengan
adanya sosialisasi keselurus daerah dari mulai tingkatan paling rendah.
Pemerintah mengadakan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sehingga
penulis menyarankan agar ada satu sistem khusus mengenai pendataan
warga negara yang berpindah kewarganegaraan agar mencegah terjadinya
penyelundupan kewarganegaraan yang mengakibatkan adanya peluang
dwikewarganegaraan di negara yang menganut asas kewarganegaraan
tunggal. Hal ini dikarenakan bahwa pelepasan atau kehilangan
kewarganegaraan khususnya di Indonesia, dan dunia pada umumnya tidak
mengharuskan adanya keputusan presiden atau penetapan tertentu.
Perlunya aturan yang mengatur pihak-pihak mana yang dapat bertanggung

jawab atas warag negara Indonesia yang menjadi korban paspor ganda.

Adanya persebaran informasi mengenai peraturan
kewaragnegaraan yang efektif untuk mencegah adanya kelalaian warga
negara maupun petugas dalam mempertahankan ataupun melepaskan
kewarganegaraan seperti yang dikehendaki orang terkait. Persebaran
informasi tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia harus dilakukan secara menyeleruh
sehingga setiap warga negara Indonesia mengetahui tentang peraturan

kewarganegaraan yang berlaku dan memahami isi dari Undang-Undang
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Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
secara utuh dan jelas.
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